
 
 

 

 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 17 TAHUN 2026 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2026 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

Menimbang: 

 

 bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2026; 

 
Mengingat:  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah 
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4286) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6856); 

 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor  4421); 
 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023  Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 6856); 

 
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5601), sebagaimana telah diubah  dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6856); 

 
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 6757); 
 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
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Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 
 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6057) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 
6847); 

 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 
 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang 
Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6909); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019             

Nomor 1447); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 
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7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Tahun 2022 Nomor 7); 

 
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 

12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 
2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38); 

 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 

10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 

Nomor 10); 
 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara            

Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Tahun 2026 Nomor 7); 
 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 
1 Tahun 2024 tentang tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 1); 

33. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 64 Tahun 
2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 65) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 

Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 64 Tahun 2025 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 Nomor 11); 

   
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan: 

 

 PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2026. 



- 6 - 
 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.  

8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.  

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, 
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara 

umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 
pengguna anggaran. 

BAB II 

PENJABARAN PERUBAHAN APBD 
 

Pasal 2 
 
(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan penjabaran perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2026. 
 

(2) Penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 3 

 

APBD Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp 1.834.479.506.949,58  
bertambah sebesar  Rp 167.972.277.336,42 sehingga menjadi 

Rp2.002.451.784.286,00 dengan rincian sebagai berikut:  

a. Pendapatan Daerah  
1. semula  Rp  1.416.123.433.425,65    

2. berkurang Rp  (30.924.971.522,83)          
jumlah pendapatan setelah perubahan Rp  1.385.198.461.902,82 
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b. Belanja Daerah  
1. semula  Rp  1.834.479.506.949,58 
2. bertambah Rp  167.972.277.336,42      

jumlah belanja setelah perubahan Rp  2.002.451.784.286,00 
 

c. Pembiayaan Daerah  

1. penerimaan Pembiayaan  
a) semula       Rp 418.356.073.523,93 

b) bertambah    Rp 198.897.248.859,25 
jumlah penerimaan Pembiayaan  
setelah perubahan  Rp 617.253.322.383,18 

2. pengeluaran Pembiayaan  
a) semula       Rp 0,00 

b) bertambah    Rp 0,00  
jumlah pengeluaran pembiayaan  
setelah perubahan  Rp 0,00  

jumlah pembiayaan Neto setelah perubahan   Rp 617.253.322.383,18 
Sisa lebih Pembiayaan anggaran  
setelah perubahan   Rp 0,00 

 
Pasal 4 

 
Uraian lebih lanjut penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian  tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari: 
 

1. Lampiran I  Ringkasan Penjabaran  Perubahan  APBD  Yang   
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 
Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;  

 
2. Lampiran II Penjabaran   Perubahan    APBD   Menurut   Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;  

 
3. Lampiran III  Daftar   Nama   Penerima,   Alamat   Penerima,   dan  

Besaran Hibah;  

 
4. Lampiran IV  Daftar   Nama   Penerima,   Alamat   Penerima,   dan  

Besaran Bantuan Sosial;  
 
5. Lampiran V  Rincian  Dana  Otonomi  Khusus   Menurut   Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  

 
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan    

Pertambangan  Gas  Alam/Tambahan   DBH-Minyak  
dan   Gas   Bumi   Menurut   Urusan  Pemerintahan  
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan;  

 

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
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8. Lampiran VIII  Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/  
Kabupaten /Kota pada Daerah Perbatasan  Dalam 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan 
Negara. 

 
BAB III 

DPA SKPD 
 

Pasal 5 

 
Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA 
SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara. 

 
Ditetapkan  di Amuntai 

pada tanggal 17 September 2026   
 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 
                 Cap/ttd 

  
  SAHRUJANI 

Diundangkan di Amuntai 

pada tanggal 17 September 2026 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  

HULU SUNGAI UTARA, 
  

                      Cap/ttd 
 

ADI LESMANA 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  

TAHUN 2026 NOMOR 17.  
 

 


